


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan
karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintabh {LKjIP) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemenintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu wujud pertangpungjawaban
instansi kepada pemberi mandat dan stake holders atas capaian
kinerja. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia menyusun dan melaporkan Capaian Kinerja Tahun
2022 yang memuat garis besar keberhasitan pencapaian hasil kegiatan
vang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun
2022,

Akhirnya, mengingat berbagai keterbatasan dan kekurangan
dalam penyusunan laporan ini, kami menerima kritik dan saran vang
membangun guna perbaikan di masa vang akan datang. Diharapkan
dengan penyusunan Laporan Kinerja TInstansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini dapat lebibh meningkatkan kinerja
pegawail dalamm mewuyjudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sartlamak, Februar 2023
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipti Negara lahir untuk pembenahan manajemen Aparatur Sipil
Negara dengan tujuan pencapaian pelaksanaan berdasarkan pada
perbandingan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin
vang diperlukan oleh jabatan yang dimiliki, calon dalam
rekruitmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada
jabatan serta sejalan dengan tata kelola pemerintahan vang baik.
Pembenahan tersebut hendaimya dilakukan secara simultan di
segala bidang, secara berkesinambungan dan terintegrasi satu
sama lain.

Pembangunan Aparatur Sipil Negara mencakup aspek vang
lnas, dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan,
kelembagsan yang efektif dan efisien dengan tatalaksana vang
jelas dan transparan, dilaksanakan oleh sumber daya aparatur
varng profesional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja
(stakeholder]). Pada hakekatnya, pendayagunaan aparatur negara
merupakan upaya pembinaan, penyempumaan dan pengendalian
manajemen pemerintahan secara terencana, sisternatis, bertahap,
komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja
seluruth aparatur negara.

Salah satu komponen yang menentukan dalam keberhasilan
kinerja pemerintah adaiah sumber daya aparatur, untuk itu
sumber dayva aparatnur diarahksan pada peningkatan kualitas kerja
agar lebith memiliki sikap dan perilaku vang berlandaskan
pengabdian, kejuyjuran, tanggung jawab, disiplin dan keadilan,

schingga dalamm melaksanakan tugas dan fungsimyva sebagai
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aparatur berhasil dengan baik serta dapat memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.

Fakta mengungkapkan bahwa kesuksesan penyvelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan tergantung dari kualitas
aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang
mermpunyal tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu
dalem menyukseskan pembangunan.

Untuk membentuk sosok aparatur sebagaimana vyang
disebutkan diatas, maka periu dilaksanakan pembinaan yang baik
dan berkelanjutan, dilakukan secara terus menerus berdasarkan
perpaduan sistem penilaian kinerja, agar memberikan peluang
bagi pegawal yang berprestasi dan berkompetensi.

Disamping kualitas sumber dava aparatur, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, dan nyata, sehingga penvelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (akuntabel] hal ini
seiring dengan paradigma ke arah pemerintahan yang transparan,
aspiratif dan akuntabel {[good govermance], yang merupakan
langkah utama untuk mewujudkan aspirasi masyaraskat dan
mencapal tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistemn Akuntahilitas Kinerja
Instansi Pemerintah BSerta Peraturan Mentenn Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
terhadap pelaporan yang menyangkut kinerja instansi pemerintah,
disusuniah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LIGIF).
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Selatm itu, penyusunan LKJIP juga merupakan tindak lanjut
pemerintah dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998
tentang Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme vang merupakan pernvataan kehendzak
rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang
Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang
menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermegara.

Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan bebas Korupsi, Keolusi dan Nepotisme, Dalam pasal 3
Undang-undang tersebut dinvatakan bahwa asas-asas umum
penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, vang dimaksud dengan
asas akuntabilitas adalah asas vang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakvat sebagal pemegang Lkedaulatan tertinggl negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Lima
Puiuh Kota selaku Kepala Pemerintahan  berkewajiban
mempertanggungjawabkan semua  kegiatan  yang  telah
dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Hal t{erpenting dari
penvusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selamn
memenuhl tuntutan untuk mewyjudkan akuntahilitas adalah
adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewyjudkan



LKjIP BEPSDM Kab. Lima Puluh Kota § 20272

keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi
yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yvang baik.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

a. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota 2dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Limma Puluh Kota Nomor 70
tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dayva Manusia Kabupaten Lima Puluh Xota, dimana hal
ini merupakan amanat dari pelaksanaan otonomi daerah dan
penjabaran kewenangan daerah atas penataan sumber daya

aparatur.

b. Tugas Pokok dann Fungsi Badan Xepegawalian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh
Kotz Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa kedudukan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan vang dipimpm ocleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungawab kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah.
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Adapun  tugas pokok Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala
Daerah dalam  melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis wurusan penunjang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya Manusia Badan EKepegawalan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk menjalanikan sebuah organisasi dibutuhkan sumber
dava vang terdiri dari personil, peralatan serta perlengkapan
sebagai media untuk melaksanakan pelayanan, tanpa sumber
daya maka mustahil pelayanan bisa dilaksanakan. Kondisi sumber
dava Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota pada ahir tahun 2022 dapat
dirinci sebagai berikut:
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Tabel 1
Daftar Jabatan, Pangkat dan Pendidikan
STATUS PENDIDIKAN
'NO PANGKAT JUMLAH
i HKEPFGAWAIAN TERAKHIR
| 1 | Kepala Badan Pembina -2 | 1
Tk. I, IV/b
© 2 | Sekretaris Pembina 5-2 1
Tk. I, IV/b
i -
I 3 | Kepala Bidang Penata Tk. 5-1 1
I Pengembangan dan I, UI/4d
| Disiplin ASN
| ;
v 4 | Kepala Bidang - - | -
Informasi, Pengadaan
dan Status ASN :
5 | Kepala Bidang Pembina, =-1 i
Pendidikan, Pelatihan IVia
! dan Penilaian Kinerja
[ ASN
6 Repaa Sub Bagian ™ Penata < TR CUT
; Umum dan Muda Tl I,
Kepegawaian It/ b
7 | Kepala Sub Bagian Penata Tk. §-1 1
Perencanaan, I, ITE/d
Keuangan dan |
Pelaporan i
8 | Kepala Sub Bidang Penata, 5-1 1 *
. Kepangkstan Hfc i
. @ | Kepala Sub Bidang Penata, S 1 1
Mutasi /¢
10 | Kepala Sub Bidang Penata, 52 1
Disiplin ASN ¢
11 [ Kepala Sub Bidang Penata Tk. S-1 1
! Informasi ASN 1, I d

S N
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12 ' Kepala Sub Bidang Penata S-1 1
. Formasi dan Pengadaan | Muda Tk.1,
ASN I/
13 | Kepala Sub Bidang | Penata, 3-1 1
| Statns ASN It/ c
14 ; Kepaia Sub Bidang | Penata Tk. S-1 1
. Pendidikan dan I, I /d
| Pelatihan Kompetensi
| Manajerial ASN
15 | Kepala Sub Bidang | Penata, 52 1
' Pendidikan dan /¢
. Pelatihan Kompetensi
: Teknis
16 | Kepala Sub Bidang Penata Tk. S-1 1
| Penilaian Kinerja ASN I, III/d
17 | Analis Pengembangan Penata 5-1 3
Karir Muda, III/a
1& | Penpelola Pemaniaatan | Peniata SLTA 1
' BMD Muda, 1ll/a
19 | Bendahara Pengeluaran | Penata 5-1 1
Muda Tk.I,
Ui/ b
20 | Analis Informasi Penata, S8-1 T
Pengembangan SDM ITi/c :
Aparalur l
21 | Analis Kepegawaian | Penata, |  S-1 D R
Muda Il/fc i
2% | Analis Kepegawaian | Penata | -1 ] T
Pertama Muda, Ili/a
'23 | Pengelola Kepegawaian | Penata | D3 | 1~
ﬁ Muda, Til fa
- 24 | Pengelola Kepegawaian | Penuta D-3 1
| Muda Tk.I,
LI/ b
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| 25 | Pengegelola Program | Penata D-3 1
dan Kegiatan Muda Tk I, i’
/b
26 | Analis Pengembangan | Penata s-2 1 E
Kampetensi Muda Tk.1,
II/b
27 | Analis Pengembangan | Pembina, S-2 1
Kompetensi IV/a
28 | Analis Jabatan Penata S-1 3
Muds, I1/a
(20 | Analis Diklat | Penata Tk. -2 1
| i1, I /d .E
e
30 | Pranata Komputer | Penata r' 8-1 2
Muds, T/a
31 | Analis Sumber Davya E Penata : 3-1 2
Manusia Aparatur : Muda, Illfa
32 | Analis Keuangan | Pembina, | S-2 1
IV/a
33 | Pengadministrasi [Pengatur |  SLTA 1
| Keuangan LTk I, II/d
JUMLAH PNS N ] 38
34 | Pegawai Harian Lepas - [ SMA 1
35> | Pegawali Harian Lepas ! - i 1> 1t 4
% Peganal Tiarian Tenas e —
f’ ! |
JUMLAH PHL 24
i e e g
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1.3 ISU BSTRATEGIS
Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok
dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Summber

Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi
perhatian ke depan dalam pengelolaan ASN adalah:

a,

Belum optimal dan terpetakannva penempatan pegawai
berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi
dan kebutuhan organisasi secara riil.

Masih kurangnya aparatur yvang memilild kualifikas:
teknis serta distribiuisi PNS vang belum merata secara
kualitas dan kuantitas.

Disiplin  ASN 1pasih rendah, kurangnya pengawasan
atasan langsung terhadap kedisiplinan ASN dan
kurangnya kemitmen pimpinan QPD dalam menegakkan
disiplin.

Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin
pegawal vang terintegrasi.

Terdapat beberapa OPD tidak menerapkan absensi
elektronik.

Tamhbahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan
indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan
kehadiran kerja tanpa target kinerja.

Belum optimalnya penerapan nilai-nilal dasar ASN, kode
etik dan kode perilalku dalam menjalackan tugas.

Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur
dalam melaksanakan tugas pelayanan yvang baik, bersih
dan melayani.

Beberapa pelavanan administrasi kepegawaian di

BEKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi.
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j. Belum optimalnya dan terinteragrasinva pemanfaatan
dan penerapan tekmologi informatika dalam aplikast
sistem informasi manajemen kepegawatan.

k. Data—data individu ASN tidak sermua ter-update di SAPK.

1. Angka indeks profesionallitas ASN dengan kategori
sangat rendah.

m, Terbatasnya kesempatan pegawal untuk mengikutd
diklat.

n. Kuota peserta pelatihan vang disediakan penvelenggara
terbatas

. Diklat vang diikuti belum sesuai kompetensi.

Permasalahan mendasar lainnya saat ini adalah masih
banyaknya kebutuhan pengisian pegawal pada Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum dapat terpenuhi.
Gambaran kebutuhan ideal pegawai di Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota berdasarkan hasil perhitungan Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja beriumlah 9.988 PNS, sedangkan kondisi
saat ini jumlah PNS di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak
6.003 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sehbanyak 3,985
PN3.

Tantangan dan Peluang yvang ada pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh
Kota untuk 5 (lima) tahun kedepan adaliah:

a. Tantangan

Tantangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Dava Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota ke
depan adalah:

10
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Perubahan dan perkembangan peraturan
perundangan bidang kepegawaian vang harus

disikapi secara cepat dan tepat;

. Jumlah ASN vang memasuki batas usia pensiun

untuk 5 (lima) tahun ke depan yang perlu disiapkan
penggantinya;

. Transformasi antar generasi yvang dikenal sebagai
generasi millenial yang bercirikan respons terhadap
perubahan, cerdas terhadap teknologi, berorientasi
kepada hasil dan prestasi;

. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berdampak
besar terhadap “rule of law” Pegawai Negeri Sipil
mulai dari perencanazn ASN, penerimaan,
pembinaan, perlindungan hingga pemberhentian
ASN;

. PP 11/2017 tentang Manajemen PNS mengatur
tentang manajemen PNS, memberi alur vang jelas
dalam mengelolz PNS;

Rekrutinen JPT melalui “open bidding” yang terbuka
dan kompetitf antar jabatan baik antar daerah,
maupun antar mstansi;

. Pemberlakuan merit system dan pola karir memberi
kesempatan bagi PNS untuk menduduki jabatan
berdasarkan potensi, kompetensi, dan kinerja;

. Penganpkatan dan penggajian Pegawai Pemerintah
denigan Perjanjian Keria {FPPK] /Non PNS;
Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari
Tenaga Konitrak yang memiliki gap kompetensi
dengan kebutuhan organisasi;

11
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J. Penerapan sistem reward and punishmernt yang lebih
tegas, sehingga dapat terlihat perbedaan antara
pegawai yang berkinerja baik dan kurang baik;

k. Masih Rendahnya meotivasi PNS untuk memangku

jabatan fungsional.

k. Peluang

Peluang vang dimanfaatkan untuk menghadapi
tantangan ke depan adalah:

a. Adanyva Lkebijakan pemerintah dalam upava
menciptakan sistem penyelenggaraan tata
pemerintahan wvang baik dan akuntabel (good
government] dan pemerintahan yang bersih [clean
governancel:

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan,
pengembangan dan pengawasan agar ASN
berdisiplin dan profesional;

c. Adanya kebijakan pemerintah untuk
mengembangakan dan mengelola ASN  vang
profestonal dalam penataan manajemen pegawai;

d. Penerapan sistem remunerasi pegawal berbasis
kinerja dan disertai penerapan system reward and
punishment vang lebih tegas:

e, Adanva komitmen dari pemerintah didalam
pemanfaatan  teknologi  informasi (IT) didalam
pelaksanaan pelayanan pemerintah,;

f. Penerimaan dan penempatan calon pegawal negeri
gipil {CPNS} belum =sepenuhnya berdasarkan pada
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

id
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Wewenang
1.3 Isu Strategis

1.4 Sistematikka Penulisan

BAEB J1 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1

2.2

2.3

Rencana  Strategnis Badan  Kepegawalan  dan
Pengembangan Surmber Daya Manusia

Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

3.2 Hasil Pengulauran Kinerja

3.3 Amalisis dan Capaian Kinerja

3.4 Analisis Efisiensi

3.5 Realisast Anggaran

3.6 Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi
Atas AKIP

BAB IV PENUTUP

13
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BARB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCAKA STRATEGIS BADAN EEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periede 35 (lima) tahun. Memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Wajib atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dirumuskan
dalam Rencana Strategis 2021-2026 adalah mewnjudkan ASN
yvang profesional, kompeten dan kompetiGf dan meningkatkan
pelayanan publik di bidang kepegawaian,

Sedangkan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN

2. Meningkatnya  kualitas informasi dan layanan
kepegawaian

3. Meningkatnya akuntabiiitas kinerja dan keuangan

Lebih rinci tentang sasaran dan tujuan jangka menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
pada tabel di bawah ini;

14
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Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawajan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021 - 2026

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

wo|  Tosuax wsaman | BROTKATOR PADA TASUN KE,
| /BASARAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Mewnjudkan ASN | Meningkatnya _ Indels Profesionalitas ASN 65 68 70 75 | 80 85
vang Profesional, knalitas , : : . : -
Kompeten dan ; pengelolaan  dan | Indeks Sistem Merit kurang | kurang | baik | baik uﬂﬂﬁ mﬂh%mﬁ
Kompetitif penatasn ASN _
2. | Meningkatkan Meningkatnya Tingkat akurasi data 90 92 1 95 g7 | 100 | 100
i Pelavanan Publik di | kusalitas informasi | kepegawaian |
; Bidang Kepegawaian | dan layanan o
! kepegawaian Indeks Kepuasan Fils 78 80 8.3 85 a0
Masvarakat
| Meningkatnya | Nilai akuntabilitas kinerja | 65 | 68 70 75 80 85
akuntabilitas Badan Kepegawaian dan
kinerja dan | Pengembangan Sumber Daya |
keuangan Manusia ;
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2.2 VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Visi Bupati Lima Puluh EKota Tahun 2021-2026 yaitu
“‘MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT
DAN BERBUDAYA DALAM KERANGEA ADAT BASANDI STARAK,
SYARAK BASANDI KITABULLAH®,

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalul 5

(Hma) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan;

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
lintas sektoral vang mernilikd keunggulan di tingkat lokal
dan regional,

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan
daerah;

4. Meningkatlkan kualitas layvanan publik melalui reformasi
birckrasi seutuhnya;

5. Meningkatkan  pembangunan  infrastuktur secara
terpadu yang mendoreng pertumbithan ekonomi dan
kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur
penurjang uriesan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
aparatur. Sebagai unsur penunjang bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatiban aparatur, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait langsung dengan
Misi Bupati Lima Puluh Kota yang keempat yaitu “Meningkatkan
kualitas Ilayangn publik melalui reformasi birokrasi
seutuhnya’.
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BAE INI

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengumpulan data kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
dan tujuan vang telah ditetapkan. Penyusunan laporan disusun
dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik
secara kualitatif maupun kuantitatif vang diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembeangan Sumber Dava Manusia dilaksanakan sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi: Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rewviu Atas Laporan Kinerja
mstansi Pemerintah.

Penilaian pencapaian indikator kinerja sasaran berpedoman
pada skala nilai peringkat kinerja sebagai mana tercantum dalam
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pereturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendahan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah seperd

rincian pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja
RO KLASIFIKASI PENILATAN PREDIEAT

1 91% - 100% Sangat Tinggi
2 T6% - 30% Tinggi
3 66% - 7H% Sedang
4 21% - 65% Rendah
5 < 50% Sangat Rendah |

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayva
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator

Kinena Utama melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan

Penigembangan Sumber Dava Manusia Kabupaten Lima Puluh

Kota Nomer

800/958/BKPSDM-LK/2021 Tentang Indikator

Kinerja, Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -
2026 seperti dijabarkan pada tabel dibawah ini :
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. e

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Tabel 5

N
SASARAN CAPAIAN
O m STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) PREDIKAT
1 : Meningkatnya - Indeks profesionglitas 63 52,84 TE70 Tinggi
. kualitas u_ ASN
| pengelolaan  dan ;
penataan ASN { - Indeks Sistern Merit 175 130 74,28 Sedang
k
2 | Meningkatnya Tingkat akurasi data 92 100 108,60 | Sangat Tinggi
kualitas kepegawaian
formasi dan
layanan Nilai indecks kepuasan T8 80,95 103,78 | Sanpat Tinggi
kepepawaian masyarakat
3 | Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja 68 65,86 96,85 | Sangat Tinggi
akuntabilitas Badan Kepegawszaian dan
kinerja dan | Pengembangan  Sumber
keunangan Daya Manusia
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3.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

a. Sasaran Stategis 1 “Meningkatnya kompetensi, kinerja
dan disiplin ASN”,

Tabel &6
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 1

N SABARAN ~ T INDIEATOR TARGET | REALISAS] | CAPAIAN | PREDIKAT |
O STRATERS KINERJA o 1%} ;
1 | Meningkatmys, | - Indeks 6H8 h2 84 | V7,70F | Tingy
kualitas profesionalitas
pengelolaan ASN
dan penataan | - Indeks sigiem 175 130 74,28% | Sedang
ASN merit
- Indeks Profesionalitas ASN

Aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam
pengelolaan suatu negara. Aparatur negara menjadi pelopor dalam
mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan
kesejahteraan masyaralkat., Aparatur pemerintah merapakan
mesin birgkrasi yang memiliki tugas memberikan pelavanan vang
seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyvarakat menjadi

sejantera.

Menvadari peranan aparatur pemernntzh vyang sangat
strategis, Pemerintah dan DPR telah menetrbitkan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [ASN). ASN
merupakan aparatur pemerintah vang terdinn dari Pegawal Negen
Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Dalam undang-undang ini terdapat perubahan dalam hal
pengadaan PNS8, pengembangan karnr, kompensasi dan

penghargaan, pemberhentian PNS dan kelembagaan.

Sebagai bagian terpenting dari reformasi birckrasi, terutama
dalam upava pengelolaan ASN, maka penpgukuran kualitas ASN
adalah prasyarat utama. Tanpa memiliki indikator yang spesifik,
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sulit bagi pemerintah untuk menjelaskan dan mengukur kualitas
ASN kepada masvarakat. Dengan penghitungan Indeks
profesionalitas ASN, akan dapat diketahui dan mengontrol jabatan
vang belum terisi, menyesuaikan kompetensi ASN dengan jabatan

yang ada serta menvusun rencana pengembangan aparatur yang
lebih jelas.

Dengan adanva pengukuran !ndeks Profesionalitas ASN
diharapkan akan meminimalisir perbedaan atau jarak dalam
suatu organisasi diantaranya terkait dengan remunerasi dan lain
sebagainya, selain ifu juga dapat diketahui tingkat pelanggaran
disiplin yang selanjutnya bisa dijadikan bahan evaluasi dan
perbaikan ke depan.

Beberapa indikator yang mempengaruhi penghitungan
indelss profesionalitas ASN yaitu;

1. Kompetensi

Pendekatan yang digunakan untik menghitung data
kompetensi diantaranya adalah pendidikan dan pelathan pegawai.
Secara nasicnal GAP Kompetensi vang paling tinggl adalah pada
pelatihan yaitu sebesar 56.770 orang pegawail belum mengikuti
pelatthan vang sesual atau mendukung dengan jabatan vang
dimilikinya. Kemudian pada Diklat kepemimpinan sebesar 52.459
pegawai belum mengilkuti Diklat kepemnimpinan sesual dengan
jabatan yang dimilikinya. Untuk pendidikan terdapat 22.470 orang
pegawal vang pendidikannya tdak sesua! dengan jabatan vang
didudulkinya.

Selanjuinya dapat kita pgambarkan tentang Lkondisi
pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022 sebagai berikut:
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¥ Pendidikan pegawal

Kualifikasi pendidikan pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 20272 dapat digambarkan
sebagal berikut:

Kualifikasi Pendidikan P,;;beﬂla:upatan Lima Puluh Kota
NO " PENDIDIKAN JUMLAH

1 8D o | 16

2 SLTP 56
3 SLTA o 594
4 D1/ DIT/DIII | 1.244 |
3 DIV ; 169

6 81 T 3.832

"""" 7 |82 203
S TOTAL 5 6.003

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6.003 PNS
Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 4.204 PNS sudah
berpendidikan minimal S1, atauz 68,76%. Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan pegawai di Kabupaten Lima Puluh Kota
masih cukup rendah atau belum sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan
pegawai adalah dengan memberikan izin belajar dan tugas belajar
beserta dengan bantuan biaya pendidikan kepada pepawal tugas
belajar. Namun pada pelaksanaannyva perberian izin belajar
getiap tahunnya masih sangat rendah.
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Untuk tahun 2022, fasilitasi tugas belajar dan izin belajar
dapat digambarkan dalamn tabel sebagai berikut:

Fasilitasi Tugas Balajn:lrr g::llazin Belajar Tahun 2022
RO JENIS JUMLAR
1 Tugas Belajzu: T 2 OTANE
2 Izin Belajar 70 crang
3 Bantuan pc;:l_:ﬂ:hkﬁn EELEI PNS refocusing
vang sedang Tugas Belajar dan
Ikkatan Dinas

Kedepan diharapkan pemberian bantuan tugas belajar dapat
dianggarkan lagi dan lebih ditingkatkan, begitu juga dengan
peningkatan nominal bantnan pendidikan bagi PNS tugas belajar
agar kualitas dan profesionalitas pegawai dapat semakin
meningkat sesuai dengan tuntutan pekerjaan,

v Pelatihan Pegowai

Pada tahun 2022, di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
digambarkan kondisi persentase pegawai yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan penjenjangan, dan 686
jabatan struktural Eselon I, III dan IV yang ada saat ini, baru 278
orang vang sudah memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan
atau 40%, sedangkan 408 orang pejabat siruktural lainnya belum
mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan pemnienjangarn.
Rasio pejabat struktural vyang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sampai saat in: per Desember 2022 digambarkan
dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 9
Rasio Diklat Kepemimpinan Tahun 2022
, R e e
: BSELON JUMLAH | PIM | PIM | PIM | PIM | PIM | PIM
L I I w | m m v
i 1 | ESELONT 29 14 N Y
2 | ESELONIII 166 36 130
ESELON TV 491 238 | 263 |
JUMLAH GRS 278 T Tang

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
tidak ada mengirim peserta untuk Diklat PIM Tk.III, Dikiat PIM Tk.
IV dan Diklat PIM Tk. iI.

Kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota dapat kembali memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan
Diklat PIM dan menambalh anggaran untuk pelaksanaan Diklat
Kepemimpinan, sehingga target 80% pada akhir Renstra dapat
tercapai sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara vang mengamanatkan bahwa
setiap pejabat strukiural wajib mengikuti Diklat Kepemitpinan
sesuai dengan tingkat eselonering yang diembannya, artinya
pejabat eselon [T wajib mengikuti Diklat PIM Ti. 1i, pejabat eselon
I wajib mengikuti Diklat PIM Tk. III dan pejabat eselon IV wajib
mengikuti Diklat PIM Tk. TV,

Selain itu, pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebelum refocusing hanya hisa
memfasilitasi 170 orang pegawai untuk mengikuti diklat dan
bimbingan teknis, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 10
Fasilitasi Dikiat dan Birnbingan Teknis Tahun 2022

NO [ NAMA KEGIATAN KETERANGAN '
1 Bimbingan teknis pengadaan barang 55 orang .
dan jasa |
2 | Bimbingan teknis sistern informasi 50 orang i

kearsipan dinamis terinfegrasi L
3 Ceoaching clinik penyusupan SKP~~ | 64 orang |
4 | Bimbingan teknis penyusunan angka 1 orang :
kredit P2UPD L. |
_ ... JUMLAH 170 Orang |

2. Tingkat Disiplin Pegawai

Sesual amanat PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai,
maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan
pegawal, berorientasi pada upava meningkatkan kepatuhan dan
kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka
mewljudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan
vang baik.

Untuk melihat kondisi pelanggaran disiplin pegawai dapat
dilibat dari jumlah kasus perceraian dan kasus pelanggaran
lainnya dimana pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel
sebagai berikut:

Tabel 11
Daftar Penanganan Kasus Tahun 2021 dan Tahun 2022
TAHUN i TAHUN :
"o| mmswasus | . | ama |
1 | Kasus Perceraian 2 17 ?
SR _ I
2 | Kasus pelanggaran 24 1 0
| lainnyva
|
j TOTAL 26 17
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h. Sistem Merit

Penilaian mandiri penerapan sistern merit ini, KASN
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018
Tentang Pedormnan Sistem Merit dan Peraturan Komisi ASN Nomor
9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peniiaian Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintzh.
Penilaian mandiri penerapan sistem merit tahun 2019 merupakan
kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018,
dimana KASN telah melakukan penilaian sebelumnya terhadap 91
Instansi Pemerintah yang terdiri dari 34 Kementerian, 13 LPNK,
dan 34 Provinsi. Wachid menambahkan bahwa hasil penilaian
penerapan sistem merit dibagi dalam 4 kategori vaitu Kategori I
(nilai 100-174} dinilai “BURUK”, Kategorl II (nilali 175-249)}
dinilai “KURANG”, Kategori III {nilai 250-324) dinilai “BAIK",
dan Kategori IV {nilai 325-400) dinilai “SANGAT BAIK".

Terkait dengan implementasi penerapan sistem merit dalam
mangjemen ASN, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan
Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem
Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Nilai Sizstem Merit Kabupaten Lima Puluh Xota Saat Ini
adalah 130 dengan kategori BURUK. Dengan realizasl kinerja
74,28%.
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b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Informasi
dan Layanan Kepegawaian®.

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 3
N BABARAN INDIKATOR, TARGET | REALISASI | CAPAIAN | PREDIEAT
K3 STRATEGIS EINERJA ol A
Meningkatmya | Tingkat 92 i 100 108,69 | Sangat
kualitas alrasi data Tinggi 5
informasi dan | kepegawaian ;
layranan
kepegawaian - Nilai indeks T3 80,05 103,78 Sangat
kepuasan i Tinggi
masyarskat ]

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pada sasaran
strategis meningkatnya kualitas informasi dan layanan
kepegawaian dapat diukur dari beberapa indikator sebagai
berikut;

- Tingkat Akurasi Data Kepegawaian

Data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota telah ter update ke dalam sistem informasi sesuai
dengan Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemanfaatan Sistem Apiikasi Pelayanan Kepegawian {SAPK).
Update data dilakukan secara berkala karena data kepegawaian
bersifat dinamis, terus berkembang seiring dengan mutasi

administrasi kepegawaian.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) digunakan
dalam berbagai proses lavanan kepegawaian sepertl penetapan
NIF, pencetakan surai keputusan pengangkatan CPNS/PNS,
pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis Kenaikan
pangkat, pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat,
penetapan dan pencetakan surat kepufusan pemberhentian
dengan hak pensiun dan updating data mutasi.
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Tujuan penerapan SAPK berbasis WEB adalah tersedianva
data base kepegawaian vang akurat dan up fo date, standarisasi
sistern informasi kepegawaian, meningkatkan efisiensi dan
efektifitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan
meningkatkan kerjasama antar instansi pemerinitah.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah teregister di
Badan Kepegawaian Negara dan diberikan kode akses user,
sehingga dapat mengkases data base kepegawalan yang ada di
Badan Kepegawaian Negara.

Dengan adanya SAPK diharapkan tersedia data vang akurat
guna membangun dan mengembangkan Sistern Informasi
Manajemen  Kepegawalan dalam  Keperluan perencanaan,
pengembangan dan pengendalian PNS seperti formasi pengadaan

CPNS, analisa jabatan atau bahkan pengangkatan dalam jabatan.

Pada tahun 2022 ini, telah dilaksanakan beberapa kali
proses updating atau pemutahiran serta validasi data pegawai
seiring dengan adanya mutasi pegawai. Updating serta validasi
data pegawal terakhir telah dilakukan pada Bulan Desember
Tahun 2022 dengan ocutput Daftar Urut Kepangkatan [DUK),
Bazzeting dan Daftar Norninatif untuk Tahun 2022,

Target updating data pegawal untuk tahun 2022 ini adalah
sebesar 92% dan total pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota
(5.523) pegawai. Dari target vang telah ditetapkan, telah dilakukan
updating data terhadap seluruh pegawai yang ada, yvaitu sebanvalk
6.003 pegawai atau capaian Kinerja mencapai 108,692 dengan
predikat sangat tinggi.
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- Milai indeks kepuasan masyarakat/aparatur

Pada aspek ini, Badan Kepepawaian dan Pengembangan
sumber Dava Manusia mengidentifikasi indikator kinerja yaitu
indeks kepuasan masyarakat. Untuk mengukur indeks kepuasan
masyarakat dapat dilakukan melalui pengukuran Kkualitas
pelayanan administrasi kepegawaian.

Secara keselurihan, pelaksanaan pelayanan hidang
kepegawaian telah dilaksanakan sesual dengan aturan serta
waktu yang telah ditetapkan atau telah terlaksana dengan baik.
Sebagai gambaran tentang penyelenggaraan  pelayanan
kepegawaian pada tahun 2022 diaptaranva pengurusan kenaikan
pangkat 8306 PNS, pengurusan pensiun untuk 264 orang, pensiun
atas permmintaan =endiri 12 orang, pensiun jandaj/duda 27 orang,
pensiun karena iidak cakap jasmani dan rohani 3 orang dan
pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) untuk 18 orang pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Pulul Kota.

Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan melalui survey
kepuasan masyarakat dalam hal ini yang menjadi target
pengukuran adalah Aparatur Sipi! Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan masyarakat umum
yvang melaksanakan urusan ke BKPSDM. Dalam rangka mengukur
kualitas Indeks Kepuasan terhadap Aparatur 1im telah
dilaksanakan survey mulai dari Maret sampal dengan November
2022,

Survey dilaksanakan terhadap 376 orang responden yang
terdiri dari 149 orang responden Laki-laki dan 227 orang
responden Perempuan. Responden yang dipilih berasal dari latar
belakang pendidikan vyang berbeda yaitu aparatur vyang
berpendidikan Sarjana Sirata II (52) sebanyak 3 orang, Sarjana
Strata I (3 I) sebanyak 344 orang, Diploma 3 (D3] sebanyak 2
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— h

orang, dan Sekolah Menengah Atas [SMA] sebanyak 27 orang.
Responden survey ini disamping berasal dari kalangan juga
berasal dan masvarakat umum vang melaksanakan urusan ke
BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanvak 21 orang.

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakun terhadap
ASN dan masyatrakat yang berurusan tersebut diperoleh haail
nilai Indeks Kepuasan Masyverakat pada BEKPSDM Kabupaten
Lima Puluh Kota sebesar 80,95 dari target nilai 78, dengan
capaian kinerja 103,78%.

c. Sazagran Strategis 3 “Meningkatnya Akurntabilitas
Kinerja dan Keuangan®.

Tabel 13
Capailan Indikator Kinerja Utaina Pada Sasaran Strategis 3
K | SABARAN |7 INDIRATOR | TARGET | REALIBASI | GAPAIAN | PREDIKAT
0 STRATEGIS | KINERJA (%)
1 | Meningkatnya | Nilai 68 65,86 96,85 | Tinggl
akuntabilitas 1 akuntabilitas
kinerja dan | kinerja  Badan
keuangan Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
manusia

Nilai akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilikat dari nilai
Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh
masing-masing OPD dan direview oleh Inspelkiorat Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Dalam melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah, terdapat beberapa komponen vang dinilai vaitu:
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- Aspek perencanaan, dimana komponen-komponen yang
dievaluasi diantaranya perencanaan strategis,
perencanaan kinerja, penetapan kinerja dan keterpaduan
serta keselarasan diantara sub komponen tersebut;

- Aspek pengukuran kinerja, komponen vang dievaluasi
adalah indikator kinerja secara umum dan indikator
kinerja utama serta analisis hasil pengukuran kinerja;

- Aspek pelaporan kinerja, komponen yang dinilai adalah
ketaatan pelaporan, pengungkapan, dan penyajian serta
pemanfaatan informasi Kinerja guna perbaikan kinerja;

- Aspek evaluasi kinerja, komponen vang dinilai adalah
pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil
evaluasi;

- Capaian Kinerja merupakan review terhadap prestasi
kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan
meneliti  berbagai indikator pencapaian  kiterja,
ketetapannva, pencapaian target, keandalan data dan
keselarasan dengan pencapalan sasaran pembangunan
dalam dokumen perencanaan RPJMN dan Eensta.

Untuk Tahun 2022 nilai akuntabilitas kinerja Badan
Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
berdasarkan evaluasi LK{IP Badan EKepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabun 2021 adalah
65,86 dari target nilai 68, dengan capaian kinerja 96,85%.
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3.4 ANALISIS EFISIENSI

Dalam pencapaian 3 (tiga] sasaran strategis, tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia
dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.528.290.547,- dan terealisasi
sebesar Rp 7.284.204.298,- atau 85,41% dalam 2 (dua) program
dan 11 (sebelas) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan

pendukung. Dengan serapan anggaran 85,41% dan realisasi fisik
sampai 100%, maka bisa dikatakan efisien dalam pelaksanaan
kegiatan.

1 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Tabel 14
Efisiensi ([Rasio Fisik dan Keuangan) Tahun Anggaran 2022

4.175.971.547

3.992 052857

——— e o — e — —.

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evalnasl Kinerja

P R S S

A

42.687.500

35.304.00:0

BZ.70

- Koordinasi dan
Fenyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
1khtisar Realisasi Kirerja
=KFD

42.687.500

35.304.000

T [ELgrre—— T

BZ,70

100

Eftsien

| Kegtatan Admintsiorasl

Keuangan Ferangkat
Daerah

3.061.757.5847

3035.304.694

99,14

- Penvediaan Gaji dan
Tunjangan AN

3061757847

3.035.304.694

09,14

100

Efisien !

Kegiatan Adminisirasi
Barang Milk fraerah Fada
Perangkak Daerah

1200000

L1

- Penatzusahaan Barang

Kegiatan Adminisirasi
Umum Perangkat Daerah

Milk Daerah PadaSKFD |

120000

0

1040

Eflsien

431066200

34H3204533

- Penvedizan Peralatan
Rumah Tanggs

11.385.700

- Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

69.443.500

- Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penppandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan
dan Feraturan
Perundang-undahgan

B1.386.000

69165573 |

79584600 |

840,00 I

g4,21 |

100

Efisien

5960

100

Elisien

61136350

75,12

100

Efisien

"~ B.030.000

2710000

96,01

100

Efisien
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| - Fasilitasi Kunjungan
Tamu

23.000.0:00

" 18.498.000

56,05

100

’ 'Eﬁsien

I - Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKFD

227825000

183226.010

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Perunjang Urnsan

Pemerintahan Dagerzh

—_—

29200000

80,42

100

Efisien

10

=

- Penpgadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

29,200,000

Kegiatan Penyedlaan Jasa
Penunjang Urnsan
Pemerintahan Daerah

11

96,12

26.451.0332

95,12

100

Eflsien

" 353214832

93,91

- Penyediaan JasaSurat
Menyurat

12

- Penyediasn [asa
Komunikasl, Sumber
Daya Air dan Listrik

13

H.000.000

4. 500,000

26,25

Tou 1

Efisien

22.500.000

17.5314.832

77.84

100

Efisien

- Penyediazn Jasa
Felayanan Umum Kantar

345.600.000

331 200,000

Kegiatan Pemellharaan
Barang Millk Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

233.560.000

LR S LERTY TERETH

14

15

- Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemelikaraan dan Pajak
Kendaraan Perorapgan
Dinas gtau Kendaraan
Dinas Jabatan

TR S

217.940.400

-

180.860.621 |

9583

100

Efizien

81,54

82,99

1]

Efisien

- Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Leinnys

n

15620000

0.595.235

61,44

100

Efisien

PROGRAM KEPEGAWAILAN
DAERAH

4,352.319.000

3292151441

75,64

Kegiatan Pengadaan,
Pemberhentlan dan
informasl Kepegawalan
ASN

-

816.575.000

16

- Penyusunan itencuna
Kebutuhan, jenis dan
Jumlah Jabatan Untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN

472253.325

57,83

TTTR3 26R.000

35210483

17

- Koordinasi dan Fasilitasi
Fengactaan PNS dan FPFK

212.085.455

1B

- Koordinasi Pelaksanaan
Adminisirusi
Pemherhentian

12

~ Fasilitasi Lemhagﬁ Profesi
i ASN

110:949.000

16970000 |

108.021.755 |

66,10

100

Efisien

4413

101

Efisien

9092500 |

97,37

53,58

100

100

Efisien

Eftsien

a0

- Papgelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

[ ——

112.830.0{4)

FH.214.533

60,68

100

Eflslan

21

» - Pengelclaan Data
- Kepegawaian

41,945,011

32.018.599 |

77177

100

Eflsien

£y

Kegiatan Mutasi dan
Proimosi ASN

541.076.000

535.049,980

o881

22

88, 731000

74679488

84,16

100

Efisien

23

24

rm——ra

- Pengelolaan Kenaikan
.. Panghal ASN

99,500,000

- Pengelolaan Promosi ASN

452455000 |

98.3293.511

361976990 |

Y849

=t mpr oA

80,00

100

100

[—

Efsten

Efisien
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o] Kegiztan Pengembangan 2.510.373.0060 [ 2.059.084.095 82,02 ]
; Kom petensi ASN R SO
' 25 - Peningkatan Kapasitas 4817 042.000 444 520.671 8416 100 | Efisien
i .__ | Kinerja ASN ‘
! 26 - Pengelolaan Pendidikan 161.801.000 110542 627 68,38 t00 | Efisien
, Lanjutan AsN
27 | - Kvordirasidan [ 1646528000 | 1.476.096.342 B9.65 | 100 | Efigien
Kerjasama Pelaksanaan
Driklat
28 | - Fastlitasi Sertifiasi 175.376.000 24.689.565 14,06 100 | Efisien
[abatan ASN S RO PP [ S
24 - Fasilitasi Sertifikasi 3626000 2.135.000 7 100 | Eflsien
_ | Funopsional ASN
K | Keglatan Penilaian dan 384,7295.0:000 225.764.032 58,74
Evaluasl Kiner|a Aparatir
30 | - Penyusunan Kebijakan 58.231.000 15.277.400 26,24 100 | Efisien
Penllailan dan Evaluas]
kinerja Aparamr
31 1 - Pelaksanaan Pentlatan 23636000 36.74%.320 6252 100 | Eftslen
dan Evaluasi Xinerja l
\ Aparvaur '
32 ! - Pengelolaan Tanda [asa 59714000 29.058.404 48,66 100 | Efisien
| BagiPegawal ESURDU R R |
33 ! - Pembinaan Disiplin ASN 65 300000 55.144.683 B4.45 100 | Efisien
34 | - Pengoelolaan Penyelesaian 72461000 09,492,125 22,10 100 | Efisien
Pelanggaran Disiplin ASN ;
35 | - Pelayanan Ptoses [zin 74.953.000 30.041,900 4,08 100 | Efislen
Perceraian Pegawai :
JUMLAH 8.528290.547 | 7284.204.298 B5.41 L
3.5 REALISASI ANGGARAN

Manusia Kabupaten

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Lima Puluh Kota untuk tahun 2022

mendapatkan alokasi dana awal untuk PBelanja sebesar Rp

56.328.290.547,-.

Realisasi

sebesar Rp 7.284 204.298,-

atau

85,41%. Belanja digunakan untuk membiayai 2 (dua) program
dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh hma) sub

kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:
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PROGRAM PENUN]ANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Tahel 15
Pagu dan Realisas! Anggaran Tahun 2022

4.175.971.547

Kegiatao Perencanazn,
Paenganggaran, dan
Evaluasi Kinetia
Ferangkat Daerah

31.187.500

- Koordinasi dan
Penyusunan Lapocah
Capaian Kiner{a dan
[khtsar Realisasi
Kinerjz SKPD

31.187.500 |

—

42687500

35304000

82.70

42.687.500

A5.3684.000

82,70

Keglatan Administrasi
Keuvangan Perangkat
i Daerah

2.101.02Z-104

3061757847

- Penycdiaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Barang Milik Daerah
Pada Peranghat
Daerah

Kegiatan Administrasi

3161022104

3.035.304.694

99,14

3.061.757.847

3.0235.304.6%4

99,14

1,200,000

1. 200 (MM}

1]

- Penatausghaan
Barang Milik Daerah
Pada SKPD

1.200.000

Kegiatan Administrasi
Umum Peranghat
Daerah

1.200G. 004

418,571,200

431.0656200

348.320.533

- Penyediaan Peraluitan
Ruinah Tangga

11.381. 70}

11381.700

- Penyediaan Bahan
Lopgistk Kantor

—_—r

&9, 443 5 )

- Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pengzandaan

£9.443500 |

S 5R4.600

B0.80

B4,21

" B9.165.573

9o.5

H1.386.000

R1.386.000

61.136.350

7312

- Penyediaan Eahan
Eacuan dan Petaturan
Perundang-undangzan

8.030.000

8.030.000

R 10.000

&0l

- Fasilltas] Kunjungan
Tamu

32,000,000 |

3300000

18.498.0040

26,05

- Penyvelenggaraan
Hapat Keordinasi dan
Eonsultasi SKPT

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunfanpg Urusan
Pemerintzbhan Daerah

Z15.330.000

227.825.000

183226010

- 29200.000

2.6 0H0.10K)

10

- Penpadaan 'eralatan

dan Mesin Lainnya

Kegiaban Penyediaan
Jasa PFenunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

11

- Penyediaan [asa Surat
Menyurat

29.200.000

ZEA51.032 ]

80 47

96,12

29 600,000

28451932

T 226 500000

376,100,000

353214832

96,12

93,91 |

B.000.000

B, 000, Dy

4 5{4.000

06,25

a5
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12

_——m — e ——

- Penyediaan |asa
Komunikasi, Sumber
Daya Afr dan Listrilk

- Penyediaan jasa
Pelayanan Umum
Kantor

—— ————— e -,

22.500.000

195000400

Z22.500. 00}

345600 000

—

17.514.H32

' 331.200.000

|
E

77,84

o583

E

Keglatan
Pemeliharaan Barang
Millk Daerah
Fenunjang Urusan
Pemerintahan Daerzh

233.560.000

233.560.00:0

190.456 866

81,54

14

' - Penyediaan Jaza

Femeliharaan, Biays

* Femeliharazn dan

FPajak Kendaraan
Peroranyan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

217,540 000

217,540,000

180 B60.631

82,99

15

- Pemellharaan
Feralatan dan Mesin
Lainmnyd

15620000

15.620.000

PROGRAM
KEPEGAWAILAN
DAERAH

ST S R WA TR T BT

Kegizatan Pengadaan,
Pembertientian dan
Enformasi
Kepegawaian ASN

4.220.146000

4.352.319.000

23.595:.235

R

3292151444

&1,44

75,64 |

455.5530.000

H16.575.000

472353325

57,83

14

- Penyusunan Rencana
Febutuhan, Jenis dan
Jumlah [abatan Untulk
Pelaksanaan
Pengadaan AN

23,268,000

23.268.00H]

35.210.483

s ran

17

- Koordinasi dan
Fasilitasi Pengadaan
PNS dan PPPE

130.628.00H)

e

- Knordinasi

Pelaksanaan
Administrasi

Pemberhentian

109,949,000

420.613.000 |

212.085.455

66,10

44,13

110.945.000

108.031.755

9737

19

Fasilitasi Lembaxa
Frofesi ASN

16,970, (O

20

—— ]

21

e A — e —

- Fangelolaan Sistem
Informasi

Pengelolaan Data
Kepepawaian

.. Kepegawaian e

112 B30.000

16970.000

2.092.500

53,58

112 BI0.000

75.214.533

6660

41.945.000

;

41945000

32.618.599

7277

Kegilatan Mutast dan
Promaos] ASN

546.658.00H)

¢

541.076.H0

535.049.989

o848

~ Pengelolaan Mutasi
ASN

73.141.000

BR.731.000

74.679.488

84,16

23

- Pengetoiaan Kenailan
Pangkar ASN

95800000

9,900, D

98.333.511

o8 49

a

- Pengetolaan Promiost
ASN

3777000

452455 000

361 276,990

8,00

Keglatan

Pengembangan
Kompetensi ASN

2.837.258.0H)0)

25

- Fepingkaran
Kapasitas Kinerja ASN

396042000 |

2,510,373 .0H)

2.059.084.095

B2 .02

| 487.042.000

444.520.671

84,14
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26 | - Pengelolaan 183.903.000 1561.801.004 110642627 | &8.38

Pendidikan Lanjutan
ASN i

- - — . —

27 | - Koordinasi dan 15985 60B.000 | 1646528000 1476095342 | 89.65
Kerlasama
Pelaksanaan Diklat

Z8 | - Fasilltasl Sertfikas 182.072.000 175.376.000 24.689.565 | 14,08
Jabatan ASH

29 - Fasilitasi Sertifilasi B%.626.000 39.626.000 3.135.000 791
Fungsional ASN

K Keglatan Penllaian 370.640.000 384295000 225. 764032 | 58,74
dan Evaluasi Kiner]a
Aparatur ;

- - — e ——— T

g, e ———

30" | - fenyusunan T EB231000 58.231.000
Hebijakan Penilaian
dan Evaiuasi Kinerja
Aparatur

15277400 | 26,24

L

31 | - Pelaksanaan Penifaian 23,630,040 53.636.000 36749320 | 6BoL
dan Evaluast Kinerja
Aparatur

32 - Pengelolaan Tanda 50.714.0H0 59713000 29.058.404 | 4B66
|Asa Bagi Pegawai

33 - Pernhinaan Distplin a0, 720,000 &5 300,000 23. 144883 | 84,45
ASN

34 ! - Pengelolaan &8.061.000 72.451.000 59492125 | 82,10
| Fenjelesalan
' TPelanggaran Disiplin

ASN

- Pelayanan Froses [Zin FO.278.000 F4.953.000 300415900 | 44,08
. Perceraian Pegawal |

JUMLAK T 8231196804 | 8528290547 | 7.284.204.298 | 8541

e e ——— - EL TN

3.6 TINDAK LANJUT REHKOMENDASI LAFORAN HASIL
EVALUAS]I ATAS AKTP

Berilcut ini merupakan tindak lanjut darn Laporan Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah [(AKIP)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2021:

l. Perencanaan Kinerja
a. Melaksanakan monitoring target kinerja jangka
menengah.
b. Melaksanakan moniforing pencapaian  target
periodik.
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Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahan
dan pengorganisasian kegiatan serta menjadikan
acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan,
acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan,
serta alasan untuk memberikan ortorisasi dan
eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu
kegiatan serta hubungan yvang logis antara setiap

output kegiatan dengan sasaran yang akan dicapai.

2. Pengukuran Kinerja

el.

Memaksimalkan mekanisme S0P pengumpuian
data.

Pengumpulan data memperhatikan mformasi
capaian kinerja berdasarkan bukti dan dapat
dipertanggungiawabkan, pengeumpiilan data
melalui mekanisme dan struktur yvang jelas, tepat
waktu dan memiliki tngkat kesalahan minimal.
Seluruh target vang ada dalam rencana aksi diukur
realisasinya secara berkala,

Pengukuran kinerja secara berjenjang.

IKU dimanfaatkan dalam dokumen perencanasn
dan penganggaran

IKU dijadikan dasar penilaian kinerja, dasar reward
dan punishment serta dasas promosi/demosi.

Reviu IKU secara berkala.

. Pengukuran rencana aksi untuk pengendalian dan

pemantauar

3. Pelaporan Kinerja

a. Laporan Kinerja menyajikan pembandingan yang

memadai antara target dan realisasi.
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-

b. Laporan kinerja menguraikan hasil evaluasi dan
analisis tentang capaian kinerja ontcome.

¢. Laporan kinerja memenuhi  kriteria  dapat
diandalkan atau valid.

d. Laporan kinerja yang disusun berdampak kepada
perbaikan perencanaan.

Evaluaxi Internal

a. Rencana aksi dievaluasi meliputi informast capaian
hasil, simpulan keberhasilan rencana, analisis dan
simpulan kondisi sebelum dan sesudahdan ukuran
yvang memadai terhadap rencana tersebut.

b. Rencana aksi yang disusun dan dievaluasiserta
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.

c. Menvampaikan hasil evaluasi dan dibahas serta
menyepakati hasil temuan evaluasi dengan
kejelasan siapa dan batas waktu rekomendasi.

d. Evaluasi program menyimpulkan tentang
keberhasilan dan kegagalan program.

e. Pemantauan rencana aksi dilakukan secara berkala.
Hasil evaluasi rencana aksi terkait perencanaan
berupa rekomendasiakan ditindaklanjuti dalam
bentuk langkah nyata.

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organizasi

Target vang tidak tercapai akan menjadi perhatian
penuh dalam membuat perencanaan Kkegiatan serta
dilakukan pengawasan dengan memonitoring kegiatan
secara berkala. Capaian kinerja akan ditingkatkan dar
tahun ke tahun dan membuat inovasi dalam

mangajemen kinerjz.
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BAB IV

PERNUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjI®] Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota  merupakan  perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan Sumber Daya Manus@a dan pelaksanaan
kebijaksanaan vang dipercayakan kepada Pernerintah dan juga
sebagat alat kendali, alat penilai kupalitas lanerja dan alat

pendukung terwujudnyva geood governance.

Laporan Kinerja I[nstansi Pemerintah tahun 2022 i
herfungsi sebagai media pertanggungjawaban tentang
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi darnn Badan
kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada publik
atau pthak eksternal. Oleh karena it penyvajian informasi dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan
untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022, rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Dava Manusia Kabupaten Limma Puluh
Kota sebesar 92.26% termasuk kategori “SANGAT TINGGI”,

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target
vang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh
Kota mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan
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kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran
adalah sebagai berilait;

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang
tersedia.

2. Terbatasnva jumlah anggaran vang tersedia untuk
meningkatkan sumber dayva manusia aparatur,

3. Dukungan dari OPD/ instansi yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan masih mengalami keterlambatan
schingga menghambat pada proses administrasi
berikutnya.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas
diperlukan upaya-upava penanggulangan antara lain sebagad
berikunt;

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang
memadat dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Penyediaan anggaran yang cukup untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis dan lainnva.

3. Pembinaan dan peningkatkan fungsi koordinasi dan
kemunikasi baik internal maupun eksternal kepada

pihak terkat dalam menata manajemen RKepegawaian di
daerah.
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